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Regulasi ini merupakan sebagai jawaban atas cepat berkembangnya dunia usaha
yang semakin dinamis dan kompetitif, oleh karenanya pemerintah republik Indonesia
menerapkan dan menetapkan suatu tata Kelola Perusahaan yang baik yang
dirangkum dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG) BUMN pada regulasi ini.
Regulasi ini mencakup antara lain kewajiban BUMN untuk menerapkan GCG, prinsip
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
Peraturan kewajiban GCG pada BUMN tersebut bertujuan mengoptimalkan nilai
BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup
berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN, mendorong pengelolaan
BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan
meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum, mendorong agar Organ
Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan Tindakan
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap
Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN,
meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional, meningkatkan iklim
yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan
Usaha Milik Negara11



Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) @icsa_indonesia www.icsa-indonesia.org

Selain itu, pengaturan ini mencakup pembahasan komprehensif
ketentuan mengenai pemegang saham/pemilik modal, RUPS, Menteri
selaku Pemilik Modal Perum, Bentuk Keputusan Pemegang
Saham/Pemilik Mmodal, Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham,
Akuntabilitas Pemegang Saham/Pemilik Modal, Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Auditor Eksternal, Akses Informasi
sebagai implementasi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan serta
Ketentuan mengenai Stakeholders, etika berusaha, anti korupsi & donasi
dan pengukuran terhadap penerapan GCG. Namun sejak diterbitkannya
PER-2/MBU/03/2023, peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
pada BUMN ini dinyatakan tidak berlaku, tidak memiliki akibat hukum
apapun, dan dinyatakan telah dicabut.
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Regulasi ini mencakup mengenai petunjuk teknis indikator/parameter GCG
yang digunakan sebagai pedoman dalam penilaian dan evaluasi atas
penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN. Namun sejak
diterbitkannya Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-
12/S.MBU/08/2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian
Badan Usaha Milik Negara Nomor Sk-16/s.mbu/2012 Tentang
Indikator/parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (good Corporate Governance) Pada Badan Usaha
Milik Negara, regulasi SK Menteri BUMN tahun 2012 tersebut telah
dinyatakan tidak berlaku, tidak memiliki akibat hukum apapun, dan
dinyatakan telah dicabut.

Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-
16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter
Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
Pada Badan Usaha Milik Negara
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Regulasi ini menetapkan perubahan pada pasal 12 ayat (10) Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN. Yang mana secara substansi,
perubahan pada pasal 12 ayat (10) tersebut adalah pengaturan mengenai
Dewa Komisaris sebagai subjek hukum dalam organ perusahaan. Yang mana
perubahan tersebut berbunyi “Mantan anggota Direksi BUMN dapat
menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang
bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN
yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali dengan
pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka
menjaga kesinambungan program penyehatan BUMN yang bersangkutan,
sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundangan lain yang
melarangnya”

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/mbu/2011
Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (good Corporate Governance) Pada Badan Usaha
Milik Negara
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Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang
baik bagi Perusahaan Terbuka yang penerapannya belum diwajibkan dalam
peraturan, diperlukan pedoman penerapan praktik tata kelola yang mengacu
pada praktik internasional yang patut diteladani dan juga dalam rangka
meningkatkan transparansi atas tata Kelola Perusahaan yang baik,
dibuatlah POJK tersebut. POJK ini mencakup pengaturan tentang kewajiban
Perusahaan Terbuka atas pengungkapan informasi mengenao penerapan
atas rekomendasi dalam pedoman tata Kelola pada Laporan Tahunan (LT)
Perusahaan Terbuka tersebut. Selain itu, dalam POJK tersebut diatur pula
mengenai ketentuan sanksi berupa sanksi administrative pada setiap pihak
yang melakukan planggaran ketentuan POJK tersebut termassuk pihak yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. POJK tersebut dibentuk
dengan maksud dapat mendorong perusahan terbuka untuk
menginternalisasikan praktik-praktik tata Kelola Perusahaan yang baik.
Adapun dengan meningkatnya penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik
(GCG ) tersebut dapat menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean ke arah
yang lebih cerah dan baik.

Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015
tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola
Perusahaan Terbuka44
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SE OJK tersebut ditujukan kepada setiap Direksi & Dewan Komisaris
Perusahaan Terbuka di seluruh Indonesia dan maupun yang berada
di luar wilayah Indonesia. Produk hukum OJK tersebut mewajibkan
kepada Perusahaan Terbuka untuk menerapkan Pedoman Tata
Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau menjelaskan alasan tidak
diterapkannnya Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata
Kelola Perusahaan Terbuka55
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Adapun Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut berisikan disusun berdasar
pada tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional yang
patut diteladani dan memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan
kompleksitas Perusahaan Terbuka. Secara substantif, pedoman tata Kelola
Perusahaan Terbuka memuat tentang praktik tata Kelola Perusahaan yang baik
sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani dan belum diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan
mencakup 5 aspek dan 8 prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik serta 25
rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik.
Adapun aspek tersebut meliputi :

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham
dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Fungsi dan Peran Direksi

Partisipasi Pemangku Kepentingan

a

b

c

d

Keterbukaan Informasie
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Adapun pengaturan mengenai masing-masing aspek dalam Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata
Kelola Perusahaan Terbuka terejawantahkan masing-masing ke dalam Regulasi
yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Hal tersebut antara lain
yakni terbagi dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola, antara lain :


